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TENTANG

PERSYARATAN ADMINISTRATIF DALAM RANGKA PENGUSULAN DAN

PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
UNTUK MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

Menimbang a bahwa dalam rangka menindaklangull polaksanaan ketentuan dalam Pas.oi 7

Mengingat

Peraturan Pemerintan Republik Indonesia Nome: 23 Tahun 2005 lantana
Pengeioiaan Keuangan Badan Layanan Umum.

b bahwa daiam rangka pengoptimalan pangekslaan Badan Layanan Umum
Daerah perlu pembeniukan (gm beryls, germ membantu Wat*ota dalam
melakukan pentlaran Bahian Keria Perangkal Daerah Unit* Menerapkan
Pole Pengelolaan Keuangan Baden Layanan Umum Daerah dan oyaluaN
seiangurnya.

c bahwa bereasarkan pertnnbangan sebagagrrana &maraud Dada Huruf a dan
b di alas, bestir menotapkan dengan Peraturan Wale/rola,

1 Undang'Undang Nomor 9 Tanun 1999 1001009 Pembenlukan Kotagnadya
Damn Tingkat II Bangarbaru gLemtraran Megan Reputtk Indonesia Tahun
1999 Nomot 43, Tambarian Lembaran Republik Indonesia Nomor 3822).

2 Undang.Uneang Nonsor 17 Tahun 2003 lenlang Keuangan Megan
(Lembaran Negate Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negate Republik Indonesia Nomor 4286)

3 Undang-Undang NOMOf I Tahun 2004 tentang Perbendanaraan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negate Republik Indonesia Noma 4355)

4 Undang-Undang Nomor 15 Tanun 2004 lantana Pemenksaan Pengelola
Tanggung Jawab Keuangan Negate (Lembaran Negate Republik Indonesia
Menlo' 66. Tambahan Lembaran Negate Republik Indonesia Name( 4400),

5 Unaang-Undang Nomco 32 Tahun 2004 Milano Pemenntahan Oomph
(Lamb-van Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nome: 125. Tambahan
Lembaran Namara ReputSA Indonesia Nomor 4437) sebagagmana lelab
diubah tiettempe kai terakhir dengan Undang-Undang Nen& 12 Tahun
2008 genlang Perubahan Kedua Atas UndangiUndang Nomor 32 Tahun
2004 gemang Pamerintatian Daerah (Lembaran Megan Republik Inckinesia
Tahun 2008 Noma 59. Tambahan Lembaran Negate Republik Indonesia
Nomor 4644).

6 Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tatum 2005 lenteng Pengogolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2005 Nonsor 48 Tambahan lemma:an Negara Republik Indonesia
Nomor 4502).



7 Peraturan Pernennta Noma 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negate Republrk Indonesia Tabun 2005 Nonce
49. Tarnoahan Lembaran Negate Republic Indonesia Noma 4503).

8 Peraturan Pemenntan Nomor 58 Tabun 2005 lantana Pengelrian
Keuangan Daerra (Lembaran Negate Repubisk Indonesia Tabun 2005
Noma 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonsor 4578).

9 Peraturan Pemenntan Nomor 23 Tabun 2005 lonian) Pongelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Repub* lodorarea
Tahun 2005 Noma 48. Tambahan Lembaran Negate Republik Indonesia
Nomor 4502).

10 Peraturan Pernenntah Nomor 74 !shun 2005 lentang Standar Akurnanp
Perneentahan (Lembaran Negate Republik Irons* Tahun 2005 Nance 49.
Tambahan Lembaran Negate Republik Indonesia Nomor 4503),

11Peraturan Pemenntah korner 58 Tahun 2005 tentang Pengelolean Keuangan
Daran (Lembaran Negara RepuOkk Indonesia Tahun 2005 Nome' 140.
Tambahan Lembaran Negate Republik Indonesia Noma 45781

12 Peraturan Pemenntah Nomor 60 Tabun 2008 tentang Salem Pengendatan
Intern Pomertntah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nome,*
127 Tambahan Lomboran Negara Republik Indonesia Nava 4890).

13 Peraturan Daeran Nomor 12 Kota Banarban: Tahun 2008 tentang
Pembentukan. Organrsasi dan Tata Kelp Lembaga Tekres Dana dan
Saluan Pear Pamong Praia Kot, Barlarbar® (Lembaran Negate RepoWI
Indonesia Tabun 2008 Nomor 12 Sen D Nomor Sen 6);

MEMUTUSKAN
Menetapkan. PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERSYARATAN ADMINISTRATIF

PERANGKATAD RAARRIAHPENSUTSUKANMIENEERETRPANISAPGAN AERENGEL OLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB |
KETENTUAN UMUM

Paull
Dalam Peraturan Wetkota in yang dimaksixt dengan
1Deena adalan Kota Bantarbaru.

2 Pemenntan Daerah adalan Watikota banana Perangkat Daerah sebagas Lunar
penyerenggara Peat_intahan Daman.

3 Wahkota oldish Waikota Elanjarteru.
4 Sekretans Daerah &lola Sekretans Derah Kota Banat:aro

5 Badan Layanan Union, Darman yang solaniutnya clitangkat BLUD adalan Satuan Keep
Perangkat Daerah atau Unit Kers pada Satuan Kuria Perangkat Daerah di Ungkungan
Pemenntah Kate Bantarbaru yang menerapkan Pola Pengeoraan Keuangan Dada
Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk membenkan pelayanan kepada masyarakat
berupa ponyedaan barang darVatau rasa yang deual tanpa rnengutamakan mencan
neuntungan, clan rnelakulcan Isegtalannya ClidaSena pada onnala cfrartaa clan
produktwrias

6 Poln Pengeloiaan Keuangan Baden Layanan Omani Data. yang setanrutnya darrgkat
PPK.BLUD adaiah pea pongekolaan kouangan yang mombenkan fleksibtleas tempo
keteluasaan after rnenerapkan oraidek-oraldek bisrus yang sepal untuk merangkatkan
pelayanan kepada masyarakat dasm rangka memaukan keseialeeraan union, dan
mencerriaskan keholupan bangsa, selaagal pengecuaan dan kelentuan pengetolara
keuangan daerah pada umumnya,

7 Satuan Karp Perangkat Daerah yang sedinitaya cesingkel SKPD adatah perangkal daerah
pada Pemenntah Kola Banjartaru stink® pengguna artagaranbararg.



8 Und Kegs adatah bag an SKPD yang melaksanakan sotu atau boborapa program.

9 SKPD yang menerapkan Polo Pongelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daeran
(PPK-BLUR) selanianya distrigkat BLUD-SKPD adalah Saluan Kesp Perargkal Daetah
iingkungan pernerintan Kota Etaniansaru yang rnenerapkan PPK- @LUG.

10 Unit Kea pada SKPD yang menerapkan PPK-13LUID solan;utnya disengkai BLUDitine Kerja
adalah Unit Kap atau Unit Pelayanan Tekns (UPT) pada Saluan Karla Perangkai Warne
Imgkungan pernenntah kota yang meneraplan PPK- BLUD.

BAB I
PERSYARAT AN ADMINISTRATIF
Petal 2

Suatu SKPD/Unn Kona pada SKPD (UPT) yang Celan moment/hi persyaratan substanuf dan
persyaratan lokras sebagaimana data dalam Poraturan Pommintah Nomor 23 Tahun 2005
Lantana Pengeiolaan Keuangan Badan Layanan Liman dapat diusuikan untuk meneraplmn
PPK-BLUD sedan mernenuts persyaratan administrate

Paula

Persyaratan administravf seisagairruala danaksud datum Pasal 2 terpenufs apabila SKPD atau
unit Anna yang borsangkutan dapat menyaiikan selutuh dokumen tienkut

a pomyataan kosanggupan untuk meningkatkan kinena pelayartan, keuangan dan manfaat
bags maSyarakat

pole tam kelora,

rencara straiegis band,

standar peloyanan mustmat

laporan kesongan pokoldatau pognosasproyeksi raporan keuangan, dan

Lipman audit alas Lateran Keuangan tritakia atau pemyalaan berserka untuk thaudit
secara independen

Q00T

—

Pasal

(1) Surat pemyataan kesanggupan setagaimana dimaktud daze' Pasal 3 huruf a. untuk
BLUD-SKPO dibual oteh kopala SKPD dart diketahui eleh Sekretans Daerah,

12) Surat pornyataan kosanggupan sebagannana clonaksud dalarn Pasal 3 hung a, untuk
BLUD-Unit Keqga dibual Nish kepata Unit Kona dan claiesohui oleh Rapala SKP13.

(3) Surat pernyataan kesanggupan seloiagairrsana dernaksud pada ayal (1) dan ay(); (2)
menggurtakan tomtit/ sebagamana tacanturn dalarn Lampean | Peraturan Walikota

Paul 5

Polo lota kolola setagaimana dimaksud edam Pima 3 haul b merupakan poraturan internal

SKPD atau Una Kota pada SKPD yang monetapkan

a organisasi dan tan taksana dongan memperhatikan kebutursan organisasi,
Perkembangan moo dan state®. pengeiompokan fungsi yang logis. &Salvias
perrbayaan. serta pendayagunaan surnberdaya rnanusia,

b akuntabilitas yaitu mernpertanggungiawatikan pengelolaan somber daya sena
polaksanaan kobtakan yang daercayakan kepada SKPDAInit karat pada SKPD yang
benangkutan distant memcapai lusan yang Wall otteetapkan sacra pariodk clan

c transparansi. yaltu mengaiut asas keterbukaan yang dasangun alas damn kebebasan
anrs infonnast agar intormasi secara Langsung dapa! Manna bag yang membututtran,

Pante6
Rencana strategis bans setagaimana denaksud dation Pasal 3 hunif c. moncakup

a vsi. yaitu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang bersikan vita
dan tarn yang login asinaudkan,

b ass:, yastu sesuatu yang hand chamban alau dilaksanakan sewn vest yang drtetapaan
agar rumen orgamtuts dapat leilaksana dan bernasa dengan balk.



program strategis yartu program yang bens+ proses kegiatan yang beionerilasi pada P-.aral
yang nigh dicapai sampan dengan kurun vraktu | (satu) stamp& dengan 5 (ma) tahun
dengan memperhitungkan patens. peluang dan kendaia yang ada atau mungke

serta capaian /mega tahun sebolumnya. don

pengukuran pencapatan kinena. yartu pengukuran yang drtakukan untuk mengukur
pencapaon hat) kegiatan setiap tahun dengan deter:at anabsis atas fakto-taktor internal
dan Sternal yang mempenganAb tercapainya kinega kedepan.

Pant 7

Standar petayanan mire:num setegaimana dimaksud dearn Pass% 3 hunt: d. merupakan
standar kuainas layaran. pemerataan dan kesolaraan tayenan sena kemudahan bags pasirn
memperoloh layanan yang Status dipanuhi oleh SKPD/Unit Kona yang menerapkan PPK-BLUD
datam rangka memberkan peiayanan s,pq/kit:iad:nye kK€Pada maayarakel

(O]

@

®)

(41

Pasal 8
Laporan keuangan pokok sebagoanana dimaksud datam Pasal 3 huruf e. throat dais

a laporan realisast anggaran yaitu laporan yang menyapkan ikhlisar sumber, atokast
dan cemakman starter aaya ekonom, yang chkeloka, sena menggambarkan
perbondingan ante's anggaran dan realisasinya datam suatu penode pelaporan
yang terdin dan unsur pendapatan clan belania

b neraca, yew taperari yang monggarnbarkan posts; keuangan :nervy:mai aset.
kewapban. dan okuitas pada lunges( tertentu den

¢ catatan atas Litman Keuangan, yartu dokumen yang yang menyaykan intormasi
tentang keotiukan akumansi, penielasan per pos taporan keuangan balk berupa
pergelasan nevoid. moan, dan | atau Tarok don angka yang disapkan dalam taporan
realtsasi anggtan dan noraca disertas intormasi mengenai kinena keuangan

Laporan keuangan pokok sebagarnana Clornaksud pada oyat (1). MOlaith St310M akuntanst
yang berlaku pada Pernenntah Kota Banortiaru

Prognosafixoyekra laporan keuangan sebagatrnana dimaksud dalam Pasal 3 hun4 e.
andel dari

a wagon:Oar:wake laporan opera's:he. dan

b  prognosarproyeksi noraca

Prognoaarixoyeksi laporan keuangan sebagaiimana dimaksud pada ayat 13)
dsperuntukkan bags SKPD atau Ural Kerja yang ban.' deentuk dengan berpodornan pada
standar akuntansi yang Medan/can del) asosiasi ochre akuntansi Indonesia

Pasal 9

Laporan audit utrakhir settagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hutul | mempakan laporan
audit atas lagoon keuangan tahun terakhsr teen auditor eksternal sebum SKPD :Mau
Unit Kerja dassulta.n untie menerapken PPK-EILUD.

Deam hal audr: terakhir sebagaanana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia. kepale
SKPD atau kepala Unit Kerja yang akan rneneraokan PPX-BLUD diwapbkan rnernbua:
aural pernyalaan bersedia untuk diaudit secara independen,

Untuk SLUG-SKR() sure! pemyataan sebagaunana dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh
kepala SKPD dan diketahus oteh Sekretans Daerah

Untuk SLUD-Unit Karp swat pemyataan sebagemana dimaksud pada ayal (2). dibuM
Nth kepala Unit Karla dan dietanot etch kopala SKPD,

15) Format surat pemyataan bersedia untuk °audit ware independen sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), tercantum datum Lamaran Il Peraturan Walkota ins,



BAB Il
PtNtsuoULAN UAN Pct.& | APAN
Paul 10

SKPD yang akan menerapkan PPIC-BLUD mengajukan peimononan kepada Walioca
mittalui Sekreians Dann dengan delampet dokumen persyaratan sdnuntstrate
sebegistmana Pmaksuo dalam Pasal 3 Peraluran Walikota int

Un4 Keep yang akan menetapkan VW-131U° tnengalukao permohonan kepada Wabkota
selese aKrD, sledded dunpin dokumen persyaratan administrant sehagaimana
aimaksud datam Pasal 3, Peraluran Walikota

Usulan sebagarnana clanaksud pada awe (1) don ayat (2) dsusun dengan menggunakan
formula sabagaimana tercantum Oaten Lampean 111 Pemturan Wabkota el;

Paul 11

Weslaco® idearici lteputusan penerapon atau surat penctakan terhartap usulan penetapan
eetegartnana dimakaud dalam Paul 10 setelah mondapal pedimbangan don Tim Penes,
yang daurguk doh Walikota.

Pernmbangan Tim Persia, thdasarkon pada basil pa/WWean terhadap dokumen
sebagaimana dominos( dalam Pasal 3. Peraluran Walikota fri/

Paul 12

Keputusan penetapan eau swat penolatan tertadap use's(' penetapan BLUD
sebagatmana dimaksud dalam Paul Il ayat (1) deernekan o+eh Walikota panne lambs! 3
(bgrd Glean selak Lai/an dimaksucl deerinta secara iengkap dan Kepala SKPD.

Penetapan sebagarnana chtnakstxt dalam Pasal 11 ayat 11) dapat berupa penetapan
states BLUD Sousa Putt alau status BLVD Bertanap

Paul 13

Status BLUD Secara Penuh thberikan apantla seluruh persyaratan setaagaimana
thrnaksud dean{ Pasal 2 Utah tOrpersuht

Status BLUE/ Bertahap d{bookan apatdo persyaratan wbstanld dan persyaratan teknis
telah tacpanuh, namun persywalan administrate belum lerpenuh secara memuaskan,

Paul 14

SKPD/und kena pada SKPD (UPT, yang memperoleh status BLUD Bertahap
sebagamana OITTUUSLX1 dalam Paste 13 ayat (2) dtberikan Reksitettas pada Isalasdatas
lerlenlu benuttan dengan jurrean Jana yang dapal (Nuke' langsung. peagelotaan borand
pengernnan piutang soda penimusan standar, kebryakan eastern dan proeedur
pengtelo4aan kouangan

SKPOlurst keria pada SKPD 1UP t) yang mernperoksh status BLUD Bertahap !Klee
dibentan fleseentas dalam nal oengelolaan {mentos'. pengelalaan 'flaw dan pengadaan
terangrosa,

Batas{balas Oaks:Pleas sobagaimana demakstrd pads apt (1) daetapkan dam
Keputusan Wabkota tontang penetapan SKPO/Und SKPO untuk menerapkan PPK{BLUD,

Paul 16
Status BLUE) Bertahap sobagasmarm climaksud da'am Pasal 13 Wit (2) berlaku paling
lama 3 Ova) tanun.
Apabtia Paten jangka waktu sebasmimuna dimaksurt pad's ayal t1) seturutt persyaratan
administrant beak terpenum secant meets:mast,. make status BUM Bertahap didatalkan,

Apabla dalam angka waklu sebagamans thmaksucl pada ayat (1) seluruh persyaratan
administrant dapat Nopertuhi secara memuaskan make steps BLUD Benahao dapat
diusulkan monied' Status BLUD Secara Penuh dengan tetap memenuno katentuar
selugasmana chmaksua pada Paean 1 den Paul 12
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